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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dan analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

1. Gambaran sektor ekonomi di Kabupaten Malaka berdasarkan alat analisis 

Tipologi Klassen menunjukan bahwa Kabupaten Malaka memiliki rata-rata 

pertumbuhan ekonomi sebesar 3,84% dan rata-rata PDRB per kapita 

sebesar Rp.9.472.927,152 sementara rata-rata pertumbuhan ekomomi 

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,71% dan rata-rata PDRB per 

kapita sebesar Rp.12.305.543,62. 

2. Berdasarkan Klasifikasi masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten 

Malaka menurut alat analisis Tipologi Klassen Yakni: 

a. Sektor Ekonomi Unggulan (Kuadrad I ) 

 Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan 

 Industri Pengolahan 

 Kontruksi 

 Trasnportasi Dan Pergudangan 

 Real Estat 

 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib 

 Jasa Lainnya. 

  b. Sektor Ekonomi Poensial (Kuadrad II) 

 pertambangan dan penggalian 

 pengadaan listrik dan gas 

 pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur ulang 
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 perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 

 penyediaan akomodasi dan makan minum 

 jasa keuangan dan asuransi 

 jasa Pendidikan 

 jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

   c. Sektor Ekonomi Berkembang (Kuadrat III); 

   d. Sektor Ekonomi Relatif Tinggi (Kuadrad IV) 

 Informasi dan Komunikasi 

 jasa perusahaan 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti menyarankan beberapa hal untuk 

piha-pihak terkait, yaitu: 

1. Pemerintah Kabupaten Malaka agar menjadikan penelitian ini sebagai 

masukan, informasi dan pertimbangan dalam mengoptimalalisasi Sektor-

sektor yang teridentifikasi sebagai sektor potensial hendaknya terus 

dikembangkan sesuai kemampuan daerah yang ada. Mengingat kemampuan 

pendanaan pemerintah Kabupaten Malaka masih sangat terbatas dan 

ketergantungan pada dana perimbangan masih dominan, maka perlu diambil 

langkah-langkah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Malaka dengan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi 

daerah tanpa harus menambah beban masyarakat serta mendayagunakan aset-

aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah. 
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2. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan haruslah membuat kebijakan 

yang tidak saling bertolak belakang, melainkan yang dapat mendukung satu 

sama lain agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat berjalan dengan optimal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti dengan topik yang sama, diharapkan 

dapat melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas baik yang berada 

diwilayah Provinsi Nusa Tenggra timur maupun wilayah lainnya sehingga 

hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan selain itu peneliti juga bisa 

mengembangkan varibel-variabel di dalam penelitiannya. 
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